
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR lJ TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEI\MJSUNAN LAPORAN
PEI{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

a bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan

efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahlr, 2Ol2

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, maka perlu

ditetapkan ditetapkan Standar Operasional Intern

Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Standar

Operasional Prosedur Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Sistem Penendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (l.embaran Negara Republik

b

1Mengingat

Indonesia...
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TANJUNG JABUNG TIMUR,
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Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L82, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2O2l tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor

4t9l;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2Ol2 terrtang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intem Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat

Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun

2O2l tentang tata naskah dinas komisi pemilihan

umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi

pemilihan umum kabupaten / kota (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7884);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 14lORT.07-Kpt I Ol / KPU I v I 2O2l

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

443/KpIs/KPU/TAHUN 2Ol4 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PEI.IYIJSUNAN LAPORAN

PET{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan yang merupakan fagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam

Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam

rangka pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN TANJUNG JArluNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbegan Hukum dan SDM ttd

t

Prenadia Paramita

AI}D. HARIS
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KOMISI PEMILIIIAIT I'MUM
ITABUPATEIY TAITJI'ITG JABUITG TIMUR

NOMOR SOP 19 Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN 23 Januai 2023
DISAHKAN OLEH PIt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretadat KPU Kabupaten/Kota;

3. Peraturar Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2O2l lentang Tata Naskah Dinas
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupat en / Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KpIS/KPU/TAHUN 2014 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

- Memahami Proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Memahami Alur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETERKAITAN: PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Bagian Keuangan
2, SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum
3. SOP Bagian Perencanaan
4, SOP PPID

1. Buku Agenda Surat
2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
3. Jaringan lnternet
4. Flashdisk dan Map Odner
5. Stempel Salinan
6. Cap Dinas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan,
maka berpengaruh terhadap Pelaporan SPIP di Lingkungan
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli
elektronik (softcopy)

Nama SOP



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Baku Mutu

KeteranBan

Satgas
SPIP Penanggung

Jawab di
Setiap Sub

Bagian

Ket

Sekr
KPU
Kab.

Keleilgkapan output

Membuat rencana kerja dalam rangka
pen]rusunalr, pelaporan dan evaluasi
kartu kehdali SPIP.

I

ATK 1

Hari
Dokumen
fencana kerja

Dokumen rencana kerja memuatjadwal pengisian
dan pembahasan kartu kendali serta peasonil
yang Manggungiawab.

Melakukan koordinasi dengan
Penanggungiawab di setiap Sub
Bagian dalam rangka pengisian kaitu
kendali dan penyiapan dokumen
pendukung.

+

I

ATK, Buku
Agenda, Printer

1 Ha.i Nota Dinas Menyiapkan
dibutuhkan
kendali.

kelengkapan
dalam rangka

dokumen
pengisian

yang
kartu

Menyiapkan keleogkapan dokumen
yang diperlukan dalam bentuk hard
apy dan soJft copg serta mengisi
kartu kendali sesuai dokumen yang
ada.

L---*ffi
I

ATK,
Komputer,
Scanner,
Printer,

Formulir Kartu
Kendali

3 Hari Formulir kartu
kendali yang sudah
terisi dan dokumen
pendukung dalam
bentuk hard copy
dan soft copy

Jenis iormulir kartu kendali sesuar
terlampir, dan pastikan kesesu&ian
kelengkapan dokumen yang memadai.

format
serta

1 Menyerahkan kartu kendali dan
dokumen/ bukti pendukung kepada
Satgas SPIP untuk dilakukan
penelitian terhadap kesesuaian dan
kelengkapan dokumen

I

+-

1 Hari Formulir kaitu
kendali yang sudah
terisi dan dokumen
pendukung dalam
bentuk hard copy
dan soft copy

Formulir kartu kcndali yang sudah terisi dan
dokumen pendukung dalam bentuk hard dan soft
copy diserahkan kepada Satgas SPIP paling
lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

Menyerahkan formulir dan kar:tu
kendali {hard copA dan sofr copg I
kepada Ketua/ Sekretaris KPU
Kabupaten untuk dilakukan
pembahasan Lrersama dalam rapat
pleno dengan Penanggungjawab di
setiap Sub Bagian.

-)ffi
I

1 Hari Nota Dinas

Melakukan peobahasan bersama
dengan Penanggundawab di setiap
sub Eagian dalam ,apat pleno rutin
terkait dengan kaitu kendali serta
kelengkapan dokumen/ bukti
pendukungnya.

ia
! Hari Berita Aoara dsn risalah

rapav notulensi
(1). Rapat pembahasan dilaksanakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali, paling lambat tanggal 6
bulan berikutnya; (2). Hasil pembahasan
dituangkan dalam Berita Acara/ Risalah Rapat/
Notulensi; (3).
Bila isi kartu kendali tidak sesuai darl dokumen
pendukung belum lengkap, maka dikembalikan
kepada Penanggungiawab di setiap Sub Bagian
untuk diperbaiki

7

Menindaklanjuti dengan melengkapi
kelengkapan dokumen darl kartu
kendali.

+

I

I llEri Kartu kendali alan

dol:ruflen pendukung
perbarkan

Kartu Kendali yang telah dinyatakan sesuai dan
dokumen/ bukti pendukung telah lengkap dan
telah melakukan pengisian kertas kerja, maka
diajukan kepada Ketua/ Sekretaris KPU Provinsi
untuk ditandatangani.

Menandatangani formulir kartu
kendali yang telai djnyalakan sesuai,
uotuk selanjutnya diserahkan
kepada Satuan Tugas SPIP
Kabupaten disertai dengan dokumen
pendukuog.

-f
L

1

I Irari Sur&t Kehra Dvisi
Hukun/ S€kretaris KPU/
Nota Diaas

(l). Surat/ Nota Dinas dilampirkan dengan kartu
kendali dan dokumen pendukun$ (2). Batas
waktu penyampaiao paling lambat tanggal l0
bulan berikutnya kepada Satgas KPU Provinsi,
selanjutnya dilakukan penelitian/ evaluasi
terhadap kesesuaian kartu kendali dan
kelengkapan dokumen pendukung untuk

Satgas
KPU
Kab.

Sekr.
KPU
Kab.

1.

3.

__l

5. L
Melencanakan jadwal pembahasan, analisis
terhadap kartu kendali yang telah disampaikan
serta kesesuaian kelengkapan dokumen
pendukung yang ada,

6.

a.

I

L-



kemudian di rekap/ inventarisir KPU Kab/Kota
yang telah menyarnpaikan.
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Melakukan penelitian dan evaluasi
terhadap kesesuaian kartu kendali
dan dokumen pendukung, serta
melapotkan hasilnya kepada Ketua/
Sekretaris KPU hovinsi untuk
dilakukan pembahasan bersama
tingkat wilayah.

II.
I I{ari Surat Pengantar Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung

disampaikan paling lambat tanggal LO bulan
berikutnya kepada: (1). KPU Provinsi berupa hard
dan soft copJr; (2). Sekretaris Jenderal KPU
berupa soft copy dikirimkan ke email
r ! rDqtlqq!.1-k u.gqJd



PENGESAHAN

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap

bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat

dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

3. Perubahan tidak berlaku untuk kegiatan yang sudah selesai

dilaksanakan;

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;

5. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau

evaluasi sepanjalg dibutuhkannya perubahan;

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Muara Sabak
Pada tanggal 23 Januai2O23

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAIIUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

DIAN ASMARA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

o

Prenadia Paramita

q(


